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ABSTRAK 
Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan munculnya Virus Corona atau 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran virus ini dimulai di Wuhan, 
China pada akhir tahun 2019. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 
WHO pada 1 Maret 2020, virus tersebut telah menyebar dengan cepat ke 65 negara 
di seluruh dunia. Mengingat virus tersebut merupakan virus jenis baru, maka 
informasi terkait virus tersebut juga terbatas, dan masih dalam penelitian. 
Efektivitas pengobatan yang dapat mencegah penyebaran COVID-19, serta vaksin 
dan obat yang efektif menyembuhkan pasien COVID-19 masih belum pasti. 
Pemerintah melaksanakan kontrak pengadaan vaksin untuk menanggulangi 
bencana COVID-19 yang dilaksanakan melalui prosedur pengadaan barang/jasa 
(PBJ) dalam keadaan darurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan atau 
statute approach. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pasal 27 ayat (2) dan ayat 
(3) UU Penanganan COVID-19 yang memiliki impunitas hukum sejatinya tidak 
serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para 
pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan 
parameter iktikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah prinsip iktikad baik dalam 
pengadaan vaksin yang belum ada hasil uji klinis mutlak diperlukan terhadap para 
pihak khususnya pemerintah karena pemerintah wajib bertanggungjawab terhadap 
kesehatan dan keselamatan masyarakat. 
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ABSTRACT 
In early 2020, the world was electrified with the advent of the Corona Virus or 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). The spread of this virus began in Wuhan, 
China at the end of 2019. According to World Health Organization data, WHO on 
March 1, 2020, the virus has spread rapidly to 65 countries around the world. 
Given that the virus is a new type of virus, information related to the virus is also 
limited, and is still under research. The effectiveness of treatments that can prevent 
the spread of COVID-19, as well as vaccines and drugs that effectively cure 
COVID-19 patients is still uncertain. The government is carrying out a vaccine 
procurement contract to overcome the COVID-19 disaster which is carried out 
through an emergency procurement of goods (PBJ) procedures. The method used 
in this study uses a normative legal research method conducted by examining 
library materials or secondary data with a statutory approach or statute approach. 
The results of the study show that Article 27 paragraph (2) and paragraph (3) of 
the COVID-19 Handling Act which has true legal impunity does not necessarily 
eliminate the responsibility of procurement actors but rather procurement actors 
are still subject to legal liability based on good parameters and implementation in 
accordance with statutory regulations. An important conclusion from this study is 
the principle of good faith in the procurement of vaccines for which no clinical trial 
results are absolutely necessary for the parties especially the government because 
the government is obliged to be accountable for public health and safety 
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